RANCANGAN 
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR … TAHUN …

TENTANG

BANTUAN HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
	Menimbang:
	
	a.
	bahwa negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia;



	
	
	b.
	bahwa pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan belum terpenuhi secara optimal; 


	
	
	c. 
	bahwa jaminan penyelenggaraan bantuan hukum cuma-cuma bagi orang miskin belum diatur dengan undang-undang;

 

	
	
	d.
	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu  membentuk Undang-Undang tentang Bantuan Hukum;



	Mengingat:
	
	
	Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1),  Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;




Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
MEMUTUSKAN:

Menetapkan:     UNDANG-UNDANG TENTANG BANTUAN HUKUM.
BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. 
2. Penerima Bantuan Hukum adalah orang miskin, orang atau kelompok orang yang ditentukan dalam Undang-Undang ini. 
3. Pemberi Bantuan Hukum adalah Advokat, Paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum yang ditentukan dalam Undang-Undang ini. 
4. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum di dalam dan di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
5. Paralegal adalah orang yang memiliki latar belakang pendidikan hukum atau memiliki pengalaman pekerjaan di bidang hukum yang membantu pemberian bantuan hukum sesuai dengan Undang-Undang ini. 
6. Komisi Nasional Bantuan Hukum yang selanjutnya disingkat Komnas Bankum adalah komisi yang berwenang menyelenggarakan bantuan hukum di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. 
7. Standar Bantuan Hukum adalah pedoman yang ditetapkan oleh Komnas Bankum dalam melaksanakan pemberian bantuan hukum. 
8. Kode Etik Advokat adalah kode etik yang ditetapkan oleh organisasi profesi advokat yang berlaku bagi Advokat. 

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2
Bantuan hukum dilaksanakan berdasarkan asas:

a. keadilan;

b. persamaan di hadapan hukum;

c. keterbukaan; 
d. efisiensi dan efektivitas; dan
e. akuntabilitas.

Pasal 3
Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk:

a. menjamin dan memenuhi hak bagi orang miskin untuk mendapatkan akses keadilan;

b. mewujudkan hak konstitusional warga negara sesuai dengan prinsip persamaan di hadapan hukum;

c. menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan
d. mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. 
BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4
(1) Bantuan hukum diberikan kepada orang miskin yang menghadapi masalah  hukum.
(2) Orang miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi setiap orang yang tidak bisa memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
(3) Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan perumahan.
(4) Selain kepada orang miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bantuan Hukum diberikan kepada: 
a. orang atau kelompok orang yang termarjinalkan karena suatu kebijakan publik;

b. orang atau kelompok orang yang hak-hak sipil dan politiknya terabaikan;
c. komunitas masyarakat adat; dan
d. orang yang dianggap patut dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Komnas Bankum.
(5) Masalah hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam perkara perdata, pidana, perburuhan, dan tata usaha negara.
(6) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.
Pasal 5
(1) Bantuan Hukum diberikan oleh Advokat, Paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum.
(2) Advokat dan dosen memberikan bantuan hukum dalam semua masalah hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

(3) Advokat dapat melibatkan Paralegal dan mahasiswa fakultas hukum dalam memberikan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Paralegal dan mahasiswa fakultas hukum memberikan bantuan hukum dalam bentuk konsultasi hukum dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

(5) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan bantuan hukum hanya berdasarkan Undang-Undang ini. 
(6) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum oleh Advokat, Paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum diatur dalam Peraturan Komnas Bankum.
BAB IV 
HAK DAN KEWAJIBAN PENERIMA BANTUAN HUKUM 
Pasal 6
Penerima Bantuan Hukum berhak:

a. mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;

b. mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat; dan

c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 7
Penerima Bantuan Hukum wajib:

a. menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada Komnas Bankum atau Pemberi  Bantuan Hukum; dan

b. membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum. 
BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN PEMBERI BANTUAN HUKUM 
Pasal 8
Pemberi Bantuan Hukum wajib:

a. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan  tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang ini sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum;

b. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang; dan 

c. mematuhi dan berperilaku sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat.

Pasal 9
Pemberi Bantuan Hukum berhak:

a. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat;

b. mendapatkan informasi dan data lain dari pemerintah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara;

c. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum. 

Pasal 10
Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam memberikan Bantuan Hukum yang menjadi tanggung jawabnya dan dilakukan dengan itikad baik di dalam sidang pengadilan sesuai dengan  Standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat.
BAB VI
SYARAT DAN TATA CARA PERMOHONAN BANTUAN HUKUM

Pasal 11
(1) Untuk memperoleh Bantuan Hukum, pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi syarat-syarat:

a. mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;

b. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan

c. melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum. 

(2) Dalam hal pemohon Bantuan Hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan. 
Pasal 12
(1) Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan bantuan hukum kepada Komnas Bankum. 

(2) Komnas Bankum dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan bantuan hukum dinyatakan lengkap harus memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan bantuan hukum.

(3) Dalam hal permohonan bantuan hukum diterima, Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Penerima Bantuan Hukum.
(4) Dalam hal permohonan bantuan hukum ditolak, Komnas Bankum wajib mencantumkan alasan-alasan penolakan. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan administrasi pemberian bantuan hukum diatur dengan Peraturan Komnas Bankum.
BAB VII
KOMISI NASIONAL BANTUAN HUKUM 
Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 13
(1) Untuk menjamin penyelenggaraan Bantuan Hukum dibentuk Komnas Bankum.
(2) Komnas Bankum merupakan lembaga yang mandiri.

(3) Komnas Bankum bertanggung jawab kepada publik atas pelaksanaan tugasnya dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Badan Pemeriksa Keuangan.
(4) Komnas Bankum berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia.

Bagian Kedua
Kelembagaan 

Pasal 14
Keanggotaan Komnas Bankum berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari 2 (dua) orang dari unsur advokat, 2 (dua) orang  dari unsur akademisi, dan 1 (satu) orang dari unsur tokoh masyarakat yang mempunyai pengalaman di bidang pemenuhan bantuan hukum dan/atau pemajuan hak asasi manusia.
Pasal 15
(1) Komnas Bankum terdiri dari satu orang ketua merangkap anggota dan empat orang anggota.

(2) Ketua Komnas Bankum dipilih dari dan oleh anggota Komnas Bankum.

(3) Apabila ketua berhalangan, anggota dapat menunjuk salah  satu anggota sebagai pelaksana tugas ketua sesuai dengan peraturan Komnas Bankum.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Ketua Komnas Bankum diatur dengan Peraturan Komnas Bankum.

Pasal 16
(1) Masa jabatan anggota Komnas Bankum adalah 5 (lima) tahun.

(2) Setelah berakhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Komnas Bankum dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Bagian Ketiga
Pengangkatan dan Pemberhentian
Pasal 17
(1) Untuk dapat menjadi anggota Komnas Bankum, harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. 
warga negara Indonesia;

b. sehat jasmani dan rohani;

c. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

d. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat proses pemilihan;

e. berpendidikan paling rendah S 1 (strata satu);

f. berpengalaman di bidang hukum dan hak asasi manusia paling singkat 10 (sepuluh) tahun;

g. memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela; dan

h. memiliki nomor pokok wajib pajak.

(2) Seleksi dan pemilihan anggota Komnas Bankum dilakukan oleh Panitia Seleksi yang dibentuk oleh Presiden.
(3)
Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 5 (lima) orang, dengan susunan sebagai berikut:

a. 2 (dua) orang berasal dari unsur pemerintah; dan

b. 3 (tiga) orang berasal dari unsur tokoh masyarakat.

(4)
Anggota panitia seleksi tidak dapat dicalonkan sebagai anggota Komnas Bankum.

(5)
Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan panitia seleksi, tata cara pelaksanaan seleksi, dan pemilihan calon anggota Komnas Bankum diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 18
(1) Panitia seleksi mengusulkan 15 (lima belas) orang calon yang telah memenuhi persyaratan kepada Presiden. 
(2) Presiden mengajukan 15 (lima belas) orang calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

(3) Dewan Perwakilan Rakyat memilih dan menyetujui 5 (lima) orang dari calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
Pasal 19
(1) Dewan Perwakilan Rakyat memberikan persetujuan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sidang terhitung sejak tanggal pengajuan calon anggota Komnas Bankum diterima.

(2) Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat tidak memberikan persetujuan terhadap seorang calon atau lebih yang diajukan oleh Presiden, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sidang terhitung sejak tanggal diterimanya pengajuan calon anggota Komnas Bankum, Dewan Perwakilan Rakyat harus memberitahukan kepada Presiden disertai dengan alasan.

(3) Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat tidak memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Presiden mengajukan calon pengganti sebanyak 2 (dua) kali jumlah calon anggota yang tidak disetujui dengan memperhatikan komposisi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal  17.

(4) Dewan Perwakilan Rakyat wajib memberikan persetujuan terhadap calon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sidang terhitung sejak tanggal pengajuan calon pengganti diterima.

(5) Presiden menetapkan anggota Komnas Bankum yang telah memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan diterima Presiden.

Pasal 20
(1) Sebelum memangku jabatannya, anggota Komnas Bankum bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan bersungguh-sungguh, yang berbunyi sebagai berikut: 
“Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban sebagai anggota Komnas Bankum dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa”.  
Janji anggota Komnas Bankum:

“Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban sebagai anggota Komnas Bankum dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa”.

(2) Pengucapan sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di hadapan Presiden.
Pasal 21
Anggota Komnas Bankum dilarang merangkap menjadi anggota dan pengurus partai politik, pejabat negara, atau pegawai negeri sipil. 
Pasal 22
Anggota Komnas Bankum diberhentikan karena:

a. meninggal dunia;

b. masa tugasnya telah berakhir;

c. atas permintaan sendiri;

d. sakit jasmani atau rohani yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan tugas selama 90 (sembilan puluh) hari secara terus menerus;

e. melakukan perbuatan tercela yang dapat mencemarkan martabat dan reputasi, dan/atau mengurangi kemandirian dan kredibilitas Komnas Bankum; atau

f. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Pasal 23
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota Komnas Bankum diatur dengan Peraturan Presiden. 
Pasal 24 

(1) Dalam pelaksanaan tugasnya, Komnas Bankum dibantu oleh sekretariat jenderal yang dipimpin oleh sekretaris jenderal yang bertugas memberikan pelayanan administrasi bagi kegiatan Komnas Bankum.
(2) Sekretaris jenderal diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Komnas Bankum.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan, organisasi, tugas, dan tanggung jawab sekretariat jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden.

Bagian Keempat 
Tugas dan Kewenangan

Pasal 25
Komnas Bankum bertugas:
a. menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan bantuan hukum;

b. menyusun dan merumuskan strategi serta kebijakan umum pemberian bantuan hukum; 
c. menyusun rencana, menetapkan dan mengelola penggunaan anggaran bantuan hukum;

d. menyusun Pedoman Pemberian Bantuan Hukum;
e. menerapkan standar atau prinsip-prinsip tata kelola pemberian bantuan hukum yang baik;

f. menerapkan prinsip efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan anggaran bantuan hukum dan sumber daya manusia;dan
g. menyampaikan laporan kegiatan dan keuangan kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Badan Pemeriksa Keuangan.
Pasal 26
Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Komnas Bankum berwenang:

a. membentuk Komnas Bankum Daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
b. mengkoordinasikan penyelenggaraan bantuan hukum dengan instansi/lembaga terkait;
c. mengawasi dan memastikan penyelenggaraan bantuan hukum dan pemberian bantuan hukum dijalankan sesuai asas dan tujuan yang ditetapkan dalam undang-undang ini; dan
d. menunjuk Advokat dan Paralegal untuk melaksanakan pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
Pasal 27
(1) Komnas Bankum menunjuk Advokat dan/atau Paralegal atau dapat mempekerjakan secara penuh Advokat dan/atau Paralegal untuk melaksanakan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

(2) Jika Komnas Bankum memperkerjakan secara penuh Advokat dan/atau Paralegal, maka persyaratan pekerjaan dan hubungan kerjanya ditentukan oleh Komnas Bankum.

Bagian Kelima

Kerja Sama

Pasal 28

(1)
Komnas Bankum bekerja sama dengan lembaga bantuan hukum untuk memberikan Bantuan Hukum.

(2)
Lembaga bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang menjalankan jasa pelayanan hukum.

(3)
Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara kerja sama dengan lembaga bantuan hukum diatur dalam Peraturan Komnas Bankum. 

Pasal 29
(1) Komnas Bankum bekerja sama dengan organisasi advokat atau kantor hukum advokat untuk menyelenggarakan dan/atau memberikan Bantuan Hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

(2) Organisasi advokat menyampaikan daftar advokat kepada Komnas Bankum.

(3) Advokat melaksanakan dan/atau menjalankan Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini atau peraturan perundang-undangan lainnya.

(4) Penolakan untuk memberikan Bantuan Hukum oleh Advokat tanpa alasan yang jelas merupakan pelanggaran Kode Etik Advokat.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara kerja sama Komnas Bankum dengan organisasi advokat atau kantor hukum advokat diatur dalam Peraturan Komnas Bankum.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu 
Umum

Pasal 30
(1) Pembiayaan bantuan hukum yang diperlukan dan digunakan untuk penyelenggaraan bantuan hukum sesuai dengan Undang-Undang ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 

(2) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sumber pembiayaan bantuan hukum berasal dari:

a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;

b. hibah atau sumbangan; dan/atau

c. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perolehan dan pengelolaan pembiayaan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Pasal 31
Segala biaya yang berkaitan dengan pemberian bantuan hukum kepada Penerima Bantuan Hukum menjadi tanggung jawab Komnas Bankum.

Bagian Kedua 

Kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah 
Pasal 32
Pemerintah wajib mengalokasikan pembiayaan penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Pasal 33
Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan pembiayaan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.  
BAB IX
LARANGAN

Pasal 34
Pemberi Bantuan Hukum dilarang menerima atau meminta sesuatu apapun dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani Pemberi Bantuan Hukum. 

Pasal 35
Penerima Bantuan Hukum dilarang menerima sesuatu apapun dari pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani Pemberi Bantuan Hukum.   

Pasal 36
Komnas Bankum dilarang menolak memberikan bantuan hukum kepada pemohon bantuan hukum tanpa alasan yang diatur Komnas Bankum. 
BAB X
KETENTUAN PIDANA

Pasal 37
Pemberi Bantuan Hukum yang terbukti menerima atau meminta sesuatu dari Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 38
Penerima Bantuan Hukum yang terbukti menerima sesuatu apapun dari pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
Pasal 39
Ketua atau anggota Komnas Bankum yang menolak memberikan bantuan hukum kepada pemohon bantuan hukum tanpa alasan yang diatur Komnas Bankum sebagaimana dimaksud Pasal 37, dipidana dengan pidana penjara 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). 
BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40
Segala ketentuan yang mengatur mengenai bantuan hukum tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Pasal 41
Pembentukan Komnas Bankum paling lambat 1 (satu) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini. 

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 

 Disahkan di Jakarta

 
  pada tanggal .............................
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
                                                   

      SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal ............................
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA,
PATRIALIS AKBAR
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...
3

